BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Surabaya Gubeng, penulis

menyimpulkan sebagai berikut:

1. WP yang memiliki SPT lebih bayar sebagian besar memilih kompensasi daripada
restitusi, banyak WP memilih cara yang mudah karena bila melalui restitusi

banyak persyartan yang harus dipenuhi dan cara penyelesaian lama.

2. Banyak yang tidak melaporkan SPT PPN dari WP 143.235 yang mendaftar SPT PPN

hanya 23.818.

3. Jangka waktu penyelesaian kompensasi tidak ada batas waktu, kalau restitusi

penyelesaian 12 bulan.

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

4. Laporan restitusi tidak ada yang ditolak hanya dialihkan ke pemeriksaan.

5. Tidak ada Undang-Undang KUP yang menjelaskan tentang kompensasi.

6. Tidak ada hambatan yang ditemukan dalam mengajukan restitusi.
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5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:
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1. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi tentang SOP (Standar Operating Prosedur)
agar masyarakat dapat mengerti bila mengajukan restitusi.
2. Diberikan ketegasan untuk WP yang tidak membayar SPT PPN.

3. Sebelum melakukan restitusi melengkapi semua persyaratan SOP.

dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
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